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TENTANG
PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat
di Mataram, kami vang bertanda tangan di bawah i ;

I. dr. Hj. Wiwin Nurhasida . Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
vang berkedudukan & Jalan Ahmad Yani
Nomor | Selagalas Mataram, bertindak dalam
jabatannya berdasarkan Kepuiusan Gubemnur
Musa Tenggara Barat Momaor :
821.2/542/BKI2022 tanggal 31 Agustus
2022, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa
Mutiara, selanjutnya  disebut “*PIHAK

PERTAMA™
2. Dr. H. Slamet Tjshjono, Sp. P (K), : Direkiur Rumah Sakit Harapan Keluarga
FISR Mataram, yang berkedudukan di Jalan Ahmad
? Yani Nomor 09 Selagalas Mataram, bertindak
dajam  jabaannya  berdasarkan Hurat

Keputusan Direktur PT. Mataram  Sentra
Medika Nomor @ 00ZSK/DIRTPT.MSM
MI2017 tanggal 31 Maret 2017, untuk dan
atas nama Rumah Sakit Harapan Keluarga
Matram,  selanjuinys  disehar “PIHAK
KEDUA™

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA vang sclanjutkan disebut PARA PIHAK sepakat /
setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
dengan ketentuan schagai berikut:

Dasar Pertimbangan:

|. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat | Bali,
MNusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

2. Undang-Undang Nomor 10 tabun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

3. l_lndnngg-Llndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah $chagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daernh;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keschatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 201¥ tentang Kerjasama Daerah;

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

o
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama
Draerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengeloaan Keusngan Daerah;

9. Perawran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;

10. Akte pendirian Rumah Sakit Harapan Keluarga Nomor 85 Tahun 2008,

Pasal 1
KETENTUAN UMUM
Dralam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Pemulasaran Jenazah adalah pelayanan yang berhubungan dengan pengelolaan
dan angkutan jenazah sampai pemakaman baik akibat Covid-19 maupun lainya;

2. Tarif adalah daftar biaya’harga yang telsh ditetapkan oleh Rumah Sakit dan telah disetujui
oleh PARA PIHAK untuk setiap Pelayanan Pemulasaraan Jenazah vang diberikan Rumah
Sakit kepada Pescria;

3, Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram adalah RS swasta yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan antsra lain pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat
Darurat vang dilengkapi dengan peralatan diagnostic yang muthakir termasuk pelayanan
pemulasaraan jenazah;

4  Romah Sakit Hwa Mutiare Sukma adalah institosi pelavanan kesehatan khosos ,Iri“""' vang
menvelenpgarakan pelavanan keschatan perorangan secara paripurna vang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, yang selanjuinya disingkat RSJ
Mutiara Sukma;

5. Pasien adalzsh pengunjung di RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB yang membutuhkan
pelayanan pemeriksaan Pemulasaraan jenazah yang dibutuhkan tetapi belum tersedia di R5)
Mutiara Sukma

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama PARA
PIHAK dalam Pelavanan Pemulasaraon Jenazah;
{2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Pelayanan Pemulasaraan
Jenazah
Pusal 3

OBYEK DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

(1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pasien yang membutuhkan Pelayanan Pemulasaran
Jenazah pada RS) Mutiara Sukma baik Umum maupun pasien peserta JEN:

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Pelayanan Pr:mullasmnn
Jenazah dan angkulan sampai pemakaman sesuai dengan protokol pemulasaran jenazah
COVID-19 dan non COVID-19 pada RS] Mutiara Sukma.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

{17 Hak PIHAK PERTAMA :
a. Mendapatkan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah yang baik dari PIHAK KEDUA;
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(2)

(3)

i4)

. Memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA apebila ditemukan kelalaian atau

ketidaksesuain dengan perjanjian kerjasama ini;
Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana
PIHAK KEDUA;

. Menerima laporan yang mencakup pencatatan jumlah kasus;
. Mendapatkan informasi tentang pelayvanan dan pemulasaraan jenazah yvang sesuai dengan

standar ataupun protokol pemuolasanen jenweah COVID-19 maupun jenazah non
COVID-19:

Melakukan kunjungan kepada PIHAK KEDUA terkait dengan pelayanan pemulasaraan
jenazah di Rumah Sakit Harapan Keluarga dengan membawa surat tugas

Kewajiban PIHAK PERTAMA -

it.

Membayar blaya Pelayanan Pemulasarasan Jenazah pasien umum dan pasien peseria JKN
dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan tarif vang sudah
discpakati bersama;

Melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas Kesiapan PIHAK
KEDUA dalam rangka pemberian Pelayanan Pemulasaraan Jenazah,

. Menyediskan dan memberikan informasi tentang tate cara pemberian  pelayanan

pemulasaraan jenazah:

. Bersama-sama PIHAK KEDUA, melakukan sosialisasi prosedur pelayanan, tata cara

pelayanan Pemulasaraan Jenazah, kepada pihak berkepentingan:
Menyimpan rahasia informasi jemazah vang digunakan untuk proses pelayanan
pemulasaraan jenazah,

Hak PIHAK KEDUA :

a. Menerima biayva Pelayanan Pemulasaraan Jenazah pasien umum dan pasien peserta JKN
dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA scsuai dengan tarif yang sudah
disepakali bersama;

b. Memberikan tecuran kepada PIHAK PERTAMA apabila ditemukan kelalaian atau
ketidaksesuain dengan perjanjian kerja sama ini,

c. Memperoleh informasi tentang identitas pasien;

d. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan vang diberikan oleh PIHAK

PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

.

b.

4]

Memberikan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah kepada pasien rujukan dani PIHAK
PERTAMA;

Menerima dan melayani dengan baik pasien rujukan PIHAK PERTAMA untuk
Pelavanan Pemulasaraan Jenazah vang diinginkan oleh PIHAK PERTAMA:
Memberikan data muto internal dan ekternal pemeriksaan Pelayanan Pemulasaraan
Jenazah kepada PIHAK PERTAMA.

. Melayani PIHAK PERTAMA dengan baik sesuai dengan prosedur dan protokol

pelayanan pemulasaraan jenazah COVID-19 maupun jenazah non COVID-19

. Menvediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasamn

PIHAK KEDUA dan informasi lain tentang pelayanan pemulasaraan jenazah yang
dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA;

Menyediakan petugas sebhagai tenaga informasi dan penangan keluhan terkait dengan
pelayanan PIHAK KEDUA;

. Menvediakan data dan informasi secara benar dan akurat tentang fasilitas dan pelayanan

pemulasaraan jenazah yang terkait kepada PIHAK PERTAMA;

. Menggunakan Sistem Informasi Manajemen yang berlaku dalam rangka tata laksana

administrasi.
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i. Melaksanakan dan mendukung program pelayanan pemulasarzan jenazah oleh PIHAK
KEDUA;

1 Menerima kununean sewaktu-waktu tanps pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA
terkait dengan Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium klinik di Rumah Sakit Harapan
Keeluarga dengan menunjukkan surat tugas.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PARA PIHAK beranggung jawab unuk menjaga kerahasigan pasien;
(2} Segals kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 7
TATA CARAPTELAYANAN

(1) PIHAK KEDUA melaksanakan Pelavanan Pemulasaraan Jenazah dengan ketentuan

sebagai berikut

a. Permintsan Pelayanan Pemulasarsan Jenazah vang tidak tersedia di RSJ Mutiara Sukma
dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap ada permintaan dan
berlaku selama 24 {dua puluh empat) jam setiap hars;

b. Teknis serah terima Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dari PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional vang berlaku;

¢. Form permintaan pemulasaraan jenaziah dengan identitas pasien (nama dan tanggal lahir)
diagnosa, nama dan tanda tangan petugas [GD, nomor rekam medis, dan tanggal sural.

Pasal 8§
TARIF LAYANAN

{1} Tarif pelayanan yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
adalah tarif pelayanan yvang berlaku di Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram;
(2) Tarif pelavanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sudah termasuk pajak dan lain-
lain sesum ketentuan vang berlaku

Pasal %
TATA LAKSANA PEMBAYARAN
{1) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran atas tagihan yang dikirimkan oleh

PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah surat tagihan diterima oleh
PIHAK PERTAMA:

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau melalui

transfer kepada .

Atas nama : PT. Mataram Sentra Medika

N Rekemng : 161005 8BS BEEY

Bank - PT. Bank Mandiri Cabang A A. Gde Ngurah

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

{1y Yang dimaksud dengan kendaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu keadaan yang
werjadinya diluar kemampuan atsn kekvasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan

I Prral Parn 15 hok
Pihak Perinma PFahaik Foadiss
]

X Lk




(2)

(1)

{2)

{1

(2)

PIHAK yang mengalaminya lidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan
kewajibannya. Force Majeure tersebul meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, perang
(vang dinyatakan maupun tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum,
dan kebijakan pemerintah vang berpengarub secara langsung terhadap pelaksanaan
perjanjian kerjasama ini;

Dalam hal terjadinya penstiwa Force Mafewre sebagmimana dimaksud pada ayat (1), maka
PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK
lainoya, PIHAK yang terkena Force Mujeure wajib memberitahukan adanya peristiwa
Force Majeure kepada PIHAK. lainnya secara tertulis paling lambat 7 {tujub) han kalender
sejak saat terjadinya peristiwa Force Majewre, vang dikuatkan dengan surat keterangan darn
pejabat yang berwenang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK
vang letkena Force Maojewre wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap
melaksanakan kewajibannya sehagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera
setelan peristiwe Force Majeure berakiir,

Pazsal 11

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berfaku untuk jangka wakiu sefama 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal | September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan evaluasi dilakukan
sctiap 6 (enam) bulan sekali;

Selambat-lambatnva 1 {satu} bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, PARA
PIHAK dirat mangalukan perparisnean Perisniian Kerjs Soms ini atns kesepaloitan PARA
PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang Gmbul dan
Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah
untuk mufakat;

Apabila kata mufakat tidak dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK
sepakat untuk menyelésaikan perselisihan tersebut melalu Pengadilan Negen Mataram.

Pasal 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini dapal diakhiri oleh salah satn PIHAK sebelum Jangka Waktu
Penanjian Kerjasama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

i€,

Salah sam PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang
diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan retap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk
memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari
kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan
pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari PIHAK yvang dirugikan;

Berakhimya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul
yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syaral-
syarat dan ketentuan-ketenuan di dajam Ferjanjian kerjasama i akan tetap berlaku sampai
terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya,
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Pazal 14

PEMBERITAHUAN

{1} Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau

persefujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah sam PIHAK kepada
Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis
dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan di alamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provins

MNusa Tenggara Barat
Jalan A. Yam | Mataram

i.up. o Direkiur R3J Mudiara Sukins
lelp/ » 0370y 672140
Faks ;o 0370)6T1515
Emasl s rsimutigrasukmald gmail com

FIHAK KEDUA :  Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram

Jalan A, Yani No. 9 Selagalss, Mataram, NTB

1. Up. : Diirektur
Telp/ ¢ (0370) 617 7000, 617 7020/
Faks (0370) 617 7017
Email ¢ msharmpankeluargafd emml.com /

(2)

{1}

2]

sekretaris.rshk@gmail com
Atau kepada alamat lain yang dan waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu PIHAK
kepada yang lain secara tertulis;

Pemberitahuan vang diserahkan secarn langsung dianggap telah diterima pada  har
penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda
terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah
diterima pada saat telah diterima kode jawabanmya fanswerback) pada penginiman telex dan
konfirmasi fakeimili pads pengirimsan faksimili,

Pasal 15
KETENTUAN TAMBAHAN

Dalam melaksanakan Pelayvanan Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, PARA PIHAK harus mematuhi peraturun perundang-undangan vang berlaku, Standar
Prosedur Operasional dan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien serta
peraturan lain yang berlaku;

Apabila dalam pelaksanaan Pelayanan Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksed dalam
Pasal 3 PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sehagaimana dimaksud pada ayai (1)
maka PIHAK PERTAMA tdak ikut bertanggung jawab atas kejadian vang diakibatkan
pleh pelanggaran tersebut, begitupun juga scbaliknya.

Pasal 14

ADDENDUM

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam  Perjanjian
Kerjasama ini oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan
(deddendwm) atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satw kesatuan yang tidak
terpisahkun dari Perjanjian Kerjasama ini,
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Pagal 15

PENUTUP
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua)
asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinyva dan mempunyai kekuatan hukum
vang sama, lembar pertama untuk PIHAK PERTAMA, lembar kedua untuk PIHAK KEDUA.

FiHAK PERTAMA FlHAK KEDUA
DIRERTUR | RUMM*I SAKIT TWA DIREKTUR RUMAH HARAPAN KELUARGA
ﬁ Rg-hLJKMA .,r" MATARAM
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